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ABSTRAK.

Kebijakan hukum yang dapat dilakukan gurangi

llflin:! adalah meclalui skeme pendagangan &:ﬂp;;rdm:;zngm mm
diartikan sebagai kegiatan perdagangan sertifikat pengurangan emisi.
Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pengsturan bukum sertifikat
pengurungan emisi sebagai objek transaksi perdagangan karbom, Bagaimana
problematika, peluang dan tantangan perdagangan kerbon melalui Sertifikat
Pengurangan Emisi dan Bagaimana pengaturan hukum ke depan mengesai
Sermﬁ.kat Pengurangan Emisi sebapai Objek Perdagangan Karbon. Dalam
pme.h.uan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil
analisis dan penjelasan pada pembahasan tersebut dapat di simpulkan bahwa.
Pada kegiatan perdagangan karbon harus dilakukan perjanjian yang di sebut
Emission Reduction Purchase Agreement dimana objek perjanjian ini adalah
Serttifikat Pengurangan Emisiscbagai objek perdagangannya. Dalam
KUHPerdata belam mengatur karbon sebagai objek jual beli, selanjutnya dalam
ruang lingkup hukum kebendaan di Indonesia yang belum menetapkan hak
kebendaan atas karbon property Right. Selain itu dalam hal melakukan
verifikasi karbon yang melibatkan prosedur administratif yang begitu
kompleks. Apar dapat merealisasikan perdagangan karbon di Indonesia
dibutuhkan pembentukan dan pelaksanaan hukum yang tepat serta memperkuat
sinergi semua pihak. sangat periu menetapkan apakah karbon gebagai benda
dan di atur dalam hukum positif Indonesia. Hal terschut sangat penting untuk di
tetapkan agar dapat memberikan kepastian hukum serta memaksimalkan
perdagangan karbon di Indonesia dan meminamalisir kenflik di tengah-tengan
masyarakat.

Kata Kunel : Aspek Hukum, Objek Perdagangan Karbon, Sertiflat

Pengurangan Emisi

NIP. 198506162019031612

Mengetahui,

Keina Program Studi Magister Timu Hukum,

wuli
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ABNTRACT
l.ognlpoliciulbltmbohnplmmhdmrodmulhnllchnpllmmm
schomes. Carbon trading can be interproved as tradting nctivitios for omiselon reduction centificuses
The probloms in this thesis are How is thy legal rogulation of emission reduciion cestificates pa s
object of carbon trading transactions, How nre the problems, opportusitios and chellenges of
carbon twding Lhrough Emission Reduction Cortificates and How are the Moture logal regulaiions
regarding Emission Reduction Covtificates as an Object of Carbon Trading. In this thesis revemrch
used normative legal research methexls. From the results of the analysis snd explanmion in the
discunionilmnbemuclududlhuluurbnnmdiugmimiu.mmmﬁhmﬂuﬂhﬂ
an Emission Reduction Purchase Agrosment where the object of this agreemnent is tha Emissicm
Reduction Certificato as the object of is trade. The Civil Code has not regulsted carbom 2 an
ohject of sale and purchase, furthermoto in the scopo of property law in Indonesis which hes not
yet established property rights for carbon poperty righis. In addition, in teyms of verifying carbon
which involves vory complex administrativo procedures. [n order 10 realize carbon trading in
Indonesia, the formation end implementation of appropriate laws are nooded and 1o strevgthen the
synergy of all parties. it is very necessary 10 determine whether carbon is an object and is reguisted
in positive Indonesian law. This is very 10 be determined in order w provide legal
certainty and maximizs carbon trading igddonesia and minismize conflict within society.

Prof, Dr. Adrian N MH, FR.D
NIP. 1 NIP. ] 162015031842
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup menjadi permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini
khususnya di negara Indonesia. Sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah
menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim
terutama disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi CO? dan gas rumah kaca dan
semakin tinggi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, maka semakin
besar pula aktifitas industri seperti pembalakan hutan, pertanian dan aktivitas lain
yang dapat melepaskan gas rumah kaca. Gas rumah kaca atau GRK merupakan
sekumpulan gas-gas yang dianggap mampu meningkatkan potensi pemanasan

global.?

Perubahan iklim telah tumbuh menjadi sangat cepat pada beberapa dekade
terakhir ini yang menimbulkan kekhuatiran bahkan sampai tingkatan masyarakat
global. Akibat dari perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan suatu perubahan
jangka panjang pada suhu, pola cuaca dan pemanasan global, serta keseimbangan
sistem iklim yang bermasalah sehingga dapat mempengaruhi iklim bumi.?Sebuah
gagasan utama dalam rangka melakukan perubahan iklim telah diadakannya
konferensi perserikatan Bangsa-Bangsa 1972 terkait dengan hubungan manusia

dengan lingkungan hidup. Dilanjutkan  dengan Earth  Summit

!Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2013. Mari Berdagang Karbon, Pengantar Pasar
Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim,Jakarta, 2013, him 10.

2 Emir Salim. Dampak Perubahan Iklim pada Lingkungan Indonesia. Buletin
Perekonomian Volume. X1 Desember 2007. him. 4.
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di kota Rio de Janeiro, Brazil 1992. Setelah diadakannya (United Nations
Framework Convension on Climate Change) (UNFCCC) / konvensi kerangka
kerja perubahan iklim perserikatan bangsa-bangsa. Setelah melakukan
pertimbangan maka konvensi perubahan iklim harus disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan perkembangan zaman saat ini, sehingga lahirlah protocol
Kyoto 1997, yang menjadi implementasi pertama yang dilakukan oleh
(UNFCCC).?

Protokol Kyoto merupakan sebuah instrument hukum legal Instrument yang
dirancang agar dapat mengimplementasikan konvensi perubahan iklim yang
bertujuan untuk menstabilkan Gas Rumah Kaca, agar tidak mengganggu sistem
iklim bumi dan dijadikan sebagai landasan bagi negara-negara industri untuk
dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Berdasarkan dengan hal tersebut
makaguna menahan meningkatnya perubahan iklim yang terjadi negara Indoesia
harus melakukan sebuah tindakan guna dapat menahan dan melakukan
pengurangan emisi karbon dimana emisi karbon sendiri dapat diartikan sebagai
gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon,
seperti CO?, solar, LPG dan bahan bakar lainnya.*

Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2004 tentang pengesahan (Kyoto Potokol To The
United Nations Faramework Convention On Climate).’Protokol Kyoto atas

konvensi kerangka Kkerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan

% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Ratifikasi Protokol Kyoto/Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 4403;

4 Andre Kalearan.Implementasi Protokol yoto Terhadap Pembangunan Bekelanjutan
Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan Di Sulawesi Utara. Volume I. Nomor 7. September 2015.
him 85.

SUnited Nations Framework Conventions on Climate Change(UNFCCC). 9 Mei 1992,
(Berlaku Pada 21 Maret 1994) 1771 UNTS 107.



Iklim.Salah satu manfaat diratifikasinya Protokol Kyoto adalah negara yang
melakukan ratifikasi wajib untuk melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan
Khususnya untuk menjaga kestabilan konversi Gas Rumah Kaca. Perubahan iklim
bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dapat
menimbulkan pengaruh yang merugikan lingkungan dan kehidupan manusia.
Sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang
dibedakan, (Common but differentiated responsibilities). Dengan memperhatikan

kondisi sosial dan ekonomi.®

Dengan diratifikasinya Protokol Kyoto tesebut Indonesia melalui undang-
undang Nomor 17 tahun 2004 tentang pengesahan (Kyoto Potokol To The United
Nations Faramework Convention On Climate). Indonesia telah mengeluarkan
regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Regulasi tersebut

bentuk upaya pengentasan perubahan iklim melalui skema perdagangan karbon.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia mulai aktif untuk melakukan kegiatan
perdagangan karbon, terdapat beberapa tipe pasar karbon dan pertukaran karbon,
namun berbagai usaha dan tipe pembayaran lain berbasis mekanisme
pasar.’Dalam perdagangan karbon dijelaskan bahwa setiap satu ton karbon akan
mendapatkan sebuah sertifikat yakni Certified Emission Reduction atau sertifikat

pengurangan emisi. Sertifikat tersebut yang menjadi objek jual beli pada

¢ Daniel Murdiyarso. 2003. Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang.
Jakarta. Kompas. him. 57.

" Dicky Edwin Hindato, 2018, Pasar Karbon ; Penganta Pasar Karbon Untuk Perubahan
Iklim, MPR Indonesia, Jakara, him 3.



perdagangan karbon.®Dimana Certified Emission Reduction atau Sertifikat
pengurangan emisi GRK merupakan suatu bukti pengurangan emisi pada kegiatan
usaha dan atau kegiatan yang sudah melewati tahapan pengukuran, pelaporan dan

verfikasi, atau SRN PPI yang berwujud nomor dan atau kode registrasi.

Perdagangan karbon disini dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan
sertifikat atau pemegang izin agar dapat memperoleh izin kegiatan emisi kabon
dioksida atau CO? dalam kuota yang telah ditentukan, dimana satu kredit karbon
setara dengan penurunan emisi sebesar satu ton CO?, yang diperoleh karna adanya
kegiatan pembakaran bahan fosil seperti penambangan batubara gas dan minyak
bumi, kegiatan pembakaran hutan dan pembusukan sampah organik.

Pada Pasal 1457 KUH Perdata jual beli merupakan kesepakatan dimana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah mereka sepakati.Pada Pasal 499 KUH
Perdata, definisi barang adalah segala sesuatu yang bisa di jadikan objek hak
milik.Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum,
(manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok objek suatu
hubungan hukum, karna sesuatu dapat dikuasai oleh subjek hukum.®

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 499 KUH Perdata
Indonesia, maka ketentuan tersebut belum mengatur karbon sebagai objek jual
beli. Pada ruang lingkup hukum kebendaan di Indonesia, yang bergantung pada

kitab Undang-Undang hukum perdata, tidak ada hak kebendaan atas karbon

8 Erna Meike Naibaho. 2011. Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit.
Tesis Magiste Hukum Universitas Insonesia. Depok.him 3

®Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Cetakan
Pertama,Prestasi Pustaka, 2006. him.154



Carbon property rights.Akan tetapi dalam analogi hukum dan praktiknya
mengenai objek hukum tidak berwujud dalam transaksi seperti pulsa
telekomunikasi maupun pulsa listrik, yang menjadi bukti dari transaksi hanya
tervalidasi melalui bukti dalam pembelian. Dalam perdagangan karbon Certified
Emission Reductions atau sertifikat pengurangan emisi ditetapkan menjadi tanda
validasi jual beli karbon hanya dapat dianalogikan sebagai transaksi benda tidak
berwujud lainnya, walaupun karbon belum ditentukan sebagai objek, kekosongan
hukum dalalam pengaturan karbon property right, dalam sistem Hukum Perdata
Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi masalah pada tingkat
kesiapan pengaturan mengenai skema perdagangan karbon.*°

Dalam prespektif hukum perdata, hukum benda merupakan hukum kekayaan
mutlak atau suatu ketentuan yang mengatur tentang hak kebendaan dan barang-
barang tak berwujud.’*Hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu keadilan
yang diberikan kepada tiap orang yang berhak ia terima dan memerlukan
peraturan tersendiri pada kasus tertentu. Hukum harus membuat sebuah ketentuan
umum atau peraturan yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan harus dijalankan dengan baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan itu
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai
suatu peraturan yang harus ditaati dan tujuan hukum yaitu menjamin terwujudnya

kepastian hukum.

10p.Cit., Erna Meike Neibaho, 2011,.him. 44.

11 Mariam Darus Badrulzaman, 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Alumni
Bandung him 35 dalam Frieda Husni Hasabullah, 2002. Hukum Kebendaan Perdata, Hil-Co,
Jakarta Selatan. him. 21



Oleh sebab itu Indonesia sedang berada diposisi yang terbatas dalam
permasalahan untuk tingkat kesiapan pengaturan mengenai skema perdagangan
karbon. Masalah lainnya adalah bagaimana cara operasional dan mekanisme
perhitungan jumlah karbon yang akan diperjual belikan dalam pengawasan
internasional agar mencapai mitigasi keseluruhan dalam emisi global dapat
direalisasikan, sehingga keikutsertaan para pihak terhadap penurunan gas rumah
kaca GRK secara global termonitor, terlaporkan dan terverifikasi.?

Pada penelitian tesis ini ditemukan beberapa penelitian terkait dengan
Perdagangan Karbon yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Diantaranya
adalah tesis yang ditulis oleh Erna Meika Naibaho. Dengan judul ”Tinjauan
Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit”. Tesis tersebut membahas
perdagangan karbon kredit sebagai mekanisme atau skema perdagangan
pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan pokok permasalahan tesebut untuk
melihat konsep perdagangan karbon dalam tinjauan hukum. Baik aspek hukum
keperdataan dan aspek hukum publik.

Pada pembahasan penelitian tesebut memiliki persamaan dengan penelitian
yang telah penulis jelaskan di atas yakni sama-sama membahas tentang
perdagangan karbon kemudian dilanjutkan dengan perbedaan yang akan diteliti
oleh penulis dalam pembahasannya adalah menjawab bagaimana pengaturan
hukum sertifikat pengurangan emisi sebagai objek transaksi perdagangan karbon,
bagaimanakah proses jual beli karbon terjadi, serta permasalahan hukum apa aja
yang dihadapi dalam melaksanakan perdagangan karbon melihat sertifikat

pengurangan emisi sebagai objek perdagangan karbon dan bagaimana seharusnya

2|bid.,Mariam Darus Badrulzaman. him.7



pengaturan penggunaan sertifikat pengurangan emisi sebagai objek perdagangan
karbon dimasa yang akan datang, dengan tujuan memberikan kepastian hukum
dalam melaksanakan perdagangan karbon sehingga tidak dapat menimbulkan
permasalahan dan konflik kedepannya.

Berdasarkan uraian tesebut maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk
Tesis dengan judul”’Aspek Hukum Sertifikat Pengurangan Emisi Sebagai

Objek Transaksi Perdagangan Karbon”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum sertifikat pengurangan emisi sebagai objek
transaksi perdagangan karbon?

2. Bagaimanakah problematika, peluang dan tantangan perdagangan karbon
melalui sertifikat pengurangan emisi?

3. Bagaimana pengaturan hukum ke depan mengenai sertifikat pengurangan

emisi sebagai objek perdagangan karbon?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai penulis berdasarkan pada Latar belakang dan
permasalahan yag dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian tesis ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Instrumen hukum
mengatur sertifikat pengurangan misi sebagai objek transaksi perdagangan
karbon.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Apa saja problematika, peluang
dan tantangan perdagangan karbon melalui sertifikat pengurangan emisi.

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimanapengaturan hukum ke
depan mengenai sertifikat pengurangan emisi sebagai objek perdagangan

karbon.

E. Ruang Lingkup

Agar dapat memperjelas pembahasan dalam permasalahan yang akan diteliti
kali ini serta tidak keluar dari inti pembahasan dan tidak mengakibatkan
kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan yang hanya dibatasi dengan
membahas aspek hukum sertifikat pengurangan emisi yang digunakan sebagai
objek dalam transaksi perdagangan karbon Serta apa saja problematika hukum
yang terdapat didalamnya serta bagaimanakah pengaturan hukum kedepan dan
seharusnya terkait dengan sertifikat pengurangan emisi yang digunakan sebagai

objek dalam transaksi perdagangan karbon.



D. Manfaat Penelitian

Selain mempuyai tujuan penelitian juga memfokuskan agar dapat memberikan
manfaat sehingga penelitian dapat di anggap berhasil sesuai dengan keinginan
yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Manfaat penelitian tesis ini adalah

sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan
penulis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi
pemerintahan, Kkhususnya Presiden dan Kementerian Kehutanan,
Kementerian Keuangan bersama-sama Lembaga Legislatif pembuat
Undang-Undang, terkait konsep hukum yang ideal dalam penggunaan
sertifikat pengrangan emisi sebagai objek perdagangan karbon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Presiden
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam
mengeluarkan kebijakan ditataran regulasi dan mengusulkan kebijakan
ditataran legislasi untuk mengevaluasi kebijakan terhadap penggunaan
sertifikat pengurangan emisi sebagai objek perdagangan karbon.

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsinya sebagai legislator bersama
dengan Presiden, dimana pada pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli.
Pada Buku ke Il KUH Perdata pasal 499 tentang kebendaan. Melalui
penelitian ini dapat menjadi legal reasoning untuk dapat di lakukan

penyesuaian dengan perkembangan zaman dan menjadi solusi dari
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banyaknya problematika terkait dengan penetapan objek jual beli
Khususnya penggunaan sertifikat pengurangan emisi sebagai objek
perdagangan karbon.

c. Bagi Penegak Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan
masukan bagi penegak hukum dalam hal melakukan pertimbangan hukum
atas penetapan sertifikat pengurangan emisi sebagai objek perdagangan
karbon.

d. Bagi Masyarakat
Peneltiian ini dapat menjadi edukasi bagi Masyarakat dalam memahami
kerangka hukum terkait dengan Objek dari perdagangan karbon, serta

bagaimana skema perdagangan karbon.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah alat analisis yang dapat digunakan pada penelitian
ini, dan dapat digunakan agar dapat menerangkan mengapa dapat terjadi
permasalahan hukum.®®Sebuah teori dapat dilakukan penelitian dengan cara
menguji dan mempadukannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan
ketidakbenarannya.!* Maka Kerangka teori digunakan agar penulis dapat
menyusun sebuah argumentasi sehingga penulis dapat menetapkan arah dan
tujuan dalam penelitian. Penulis akan menggunakan bebeapa teori yang
berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Maka dari pada itu,

pisau analisis yang akan digunakan untuk menguraikan permasalahan dalam tesis

18).J.J.M. Wuisman, dalamM. Hisyam, Penelitian ilmu-ilmu Sosial, FE Ul Jakata,
1996,hal. 203. M Solli Lubis,Filsafat IImu dan Penelitian, CV.Manda Maju, Bandung,1994,
him.27

41bid., J.J.J.M. Wuisman, dalamM. Hisyam hlm.16
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ini dan menjawab pokok masalah, penulis menerapkan beberapa teori sebagai

berikut:

1. Grand Theory

Teori Kepastian Hukum menjadi teori induk pada penulisan tesis ini. Melalui
teori ini penulis mencoba melihat bagaimana negara berperan dan dapat
memberikan kepastian hukum yang memiliki kaitannya dengan penggunaan
sertifikat pengurangan emisi yang dijadikan objek dalam perdagangan karbon. Hal
tersebut tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan sertifikat pengurangan emisi
yang dijadikan sebagai objek perdagangan karbon, mengingat negara memiliki
peranan penting dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan dan
pengelolaan perdagangan karbon agar dapat memberikan kepastian hukum

sebagaimana tujuan negara.

Indonesia merupakan negara hukum yang dicerminkan dari perundang-
undangan yang ada dalam hukum Indonesia. Maka dari itu hukum dibentuk harus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara, memiliki keadilan, kemanfaatan
dan dapat memberikan kepastian hukum secara normatif agar dapat menciptakan
perdagangan karbon yang selalu kondusif, berkelanjutan dan memiliki nilai
keadilan maka diperlukannya sebuah regulasi setingkat dengan Undang-undang
sebagai dasar hukum yang komprehensif, dapat melengkapi semua regulasi yang
telah ada sehingga dapat mencegah adanya potensi penyimpangan dalam
perdagangan karbon dan tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepan dan
dapat tercipta jaminan kepastian hukum yang lebih jelas sehingga manfaatnya bisa

dirasakan oleh masyarakat.
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Kepastian hukum merupakan sebuah ketentuan perundang-undangan dibentuk
dan telah diundangkan secara tepat dan telah mengatur secara jelas dan logis, dan
tidak menciptakan kebimbangan atau multitafsir, logis dan memiliki
prediktabilitas. Kepastian hukum adalah posisi dimana perilaku manusia, baik
individu, kelompok memiliki hubungan dan berada dalam posisi yang telah
ditetapkan oleh hukum. Asas kepastian hukum dibutuhkan agar terbentuknya
peraturan perundang-undangan dikarnakan kepastian hukum adalah sebuah
perinsip yang paling penting dari beberapa macam prinsip supermasi hukum yang

ada.’®

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, memberikan sebuah definisi

sebagai kemungkinan pada suatu kondisi yang tertentu.

a. Terpenuhinya sebuah aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh diakui oleh dan karena kekuasaan negara.

b. Instansi pemerintah melakukan penerapan dari ketentuan aturan hukum
tersebut secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.

c. Warga negara melakukan penyesuaian terhadap atuan tersebut.

d. Para penegak hukum seperti majelis hakim yang menilai dan memutuskan
suatu permasalahan hukum yang bersifat independen selalu melakuan
terobosan terkait dengan putusan hukum dengan menerapkan aturan

hukum yang berlaku guna menyelesaikan fenomena yang terjadi ditengah-

15Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, Asas kepastian
hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga dan
peratuan pemerintah pengganti undang-undang, Jurnal Imu Hukum 16, Vol. 1 (2020):
Jakarta.hlm. 88-100.
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tengah masyarakat serta dapat menyelesaikan sengketa hukum secara adil
dan berkepastian hukum.

e. Keputusan Pengadilan dengan adil dan transparan dilaksanakan.®

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum adalah sebuah kepastian
agar hukum dapat digunakan secara layak. Keyakinan yang sah menghendaki agar
dapat mengarahkan undang-undang pada peraturan yang dibuat oleh pemeintah
yang disetujui dan pasti, sehingga pedoman tersebut memiliki sudut pandang
secara yuridis yang bisa memberikan jaminan tehadap kepastian bahwa hukum

tersebut mampu sebagai pedoman yang wajib untuk dipatuhi.*’
2. Middle Range Theory

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup menjadi teori
berikutnya yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan tesis ini. Menurut
Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum?!® Sedangkan menurut Philipus M. Hadjo berpendapat bahwa perlindungan
hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan
kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.®
Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa lingkungan dapat menjadi aspek-
aspek seperti Hukum tata Lingkungan, dan Hukum Perlindungan Lingkungan

Tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan akan tetapi kumpulan dari peraturan

16 Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hal.27

"Peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 158

18 Satjipto Raharjo,2000, IImu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,him.54

19 Philipus M.Hadjon,2011,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, him 10
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perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan
dengan lingkungan biotic sampai batas tertentu juga dengan lingkungan

antropogeografi.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-1V yang
menyatakan bahwa negara indonesia melindungi segenap bangsa indonesia,
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Artinya negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan
hidup. Pasal 3 huruf g undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjelaskan
bahwa perlindungan lingkungan hidup bertujuan agar dapat menjamin pemenuhan
dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi

manusia.

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup menurut penulis
sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai pisau analisis serta konsep dasar agar
dapat melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap
lingkungan hidup agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Dalam hal melakukam perlindungan  hukum terhadap lingkungan hidup
penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan perusak lingkungan
hidup diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan

mempetahankan kelestarian fungsi lingkungan.2°

Upaya hukum preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup perlu

dilaksanakan dengan cara mendayagunakan secara maksimal instrument

2 Erwin  Syahruddin,Siti ~ Fatimah, 2021. Hukum  Lingkungan.  Yayasan
Barcode.Makasar,him 78
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pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup sudah terjadi perlu dilakukannya upaya represif berupa tindakan penegakan
hukum yang lebih efektif, konsekuen terhadap pencemaran lingkungan hidup
yang telah terjadi. Oleh karna itu perlu dikembangkan suatu sistem hukum dalam
perlindungan lingkungan hidup yang lebih jelas, tegas dan menyeluruh agar dapat
menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan

sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.?

Fungsi preventif merupakan pencegahan yang dituangkan dalam bentuk
pengaturan pencegahan yang pada dasarnya adalah desain setiap tindakan yang
hendak dilakukan masyarakat. Sedangkan represif adalah fungsi dari
penanggulangan yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau
pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh resiko tindakan

yang lebih dahulu dan telah ditetapkan dalam perancanaan tindakan itu.?
3. Applied Theory

Teori Perdagangan Internasional dan Perdagangan Nasional adalah teori yang
melihat bagaimana bentuk hukum mengatur perdagangan secara internasional dan

nasional yang akan dihubungkan dengan perdagangan karbon.
a. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara
atau pemerintah negara dengan negara lain, yang menjalani suatu hubungan

perdagangan yang susuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang

2pid.,Erwin Syahruddin,Siti Fatimah. hlm.99
22 Takdir Rahmadi dan Munadjat Danu saputro. Hukum Lingkungan Buku | Umum.
Binacipta, Bandung, 1981. him.37
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melakukan perdagangan Internasional tersebut.??Dalam definisinya, Schmitthoff
menyatakan bahwa Hukum Perdagangan Internasional adalah sekumpulan aturan
yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata, aturan-

aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.?*

Pada kegiatan perdagangan internasional dikenal dengan istilah kontrak
dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas
hukum. Dengan demikian kegiatan perdagangan suatu negara dapat berlangsung
dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Untuk selanjutnya perlu dipahami
asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban,

baik penjual maupun pembeli.?®

1. Asas kebebasan berkontrak;

2. Pengakuan atas kebiasaan serta prakktik perdagangan antar negara;

3. Asas iktikat baik serta transaksi yang jujur;

4. Asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara

hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak;

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang
berkembang cepat dan memiliki ruang lingkup yang luas. Hubungan-hubungan
dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari
bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual-beli barang, atau komoditas,

hingga hubungan atau transaksi dagang yang konpleks.

Z Evita Isretno. 2018. “Bahan Ajar Hukum Dagang Internasional. Tesis Magister Ilmu
Hukum Universitas Borobudur” Jakarta. him 1

Z1bid.,him. 2

B1bid.,him. 5
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Perdagangan karbon sendiri merupakan aktivitas jual beli sertifikat kredit
karbon, dimana yang menjadi komoditas perdagangan bukanlah karbon/gas
berupa polutan yang ada di udara, melainkan segala upaya yang dilakukan objek
perdagangan adalah sertifikat kredit karbon yang memuat bukti adanya upaya
pengurangan emisi di udara melalui kegiatan reduksi emisi gas rumah kaca

tertentu.28

Menyadari pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi untuk menanggulangi
dampak perubahan iklim dan pemanasan global, dan semakin terbuktinya fakta
mengenai dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia, maka
pada tahapan Internasional hadir UNFCC (United Nations Framework Convention
On Climate Change) menjadi awal dan membuka suatu tindakan bersama secara
gobal melalui upaya pengendalian emisi GRK yang berwujud untuk menstabilkan
iklim secara global.?” Mengingan UNFCCC yang pada saat itu masih berbentuk
konvensi yang bersifat umum, maka pada COP ke-3 UNFCCC yang diadakan di
Tokyo, Jepang pada tahun 1998, Protokol Kyoto(Protokol Kyoto to the United
Nations Framework Convention On Climate Change). Dalam Protokol Kyoto
diperkenalkan konsep perdagangan karbon sebagai bentuk mekanisme fleksibel
(flexibility mechanism)yang memuat tanggung jawab negara maju untuk

memenuhi target komitmen pembatasan emisi GRK.

Protokol Kyoto memuat mekanisme pengurangan emisi yang dikenal dengan

istilah Flexibility Mechanism yang telah membagi metode perdagangan karbon

% Rossi Margareth Tampu bolon, Perdagangan Karbon : Memahami Konsep dan
Implementasinya. STANDAR: Better Standard Better Living, Volume 1 Nomor 3, (2022), him.29.

27 Deni Bram, Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional, .(Malang:Setara
Press,2016), him.160.
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yang dapat dilakukan antara anggota annex | dan negara Non- Annex | menjadi 3
bentuk, yaitu Emission Trading, Joint Implementaion dan Clean Development
Mechanism. Mekanisme perdagangan emisi ini diatur dalam Article 17 Protokol
Kyoto, dimana negara anggota Annx | diperbolehkan untuk memperjualbelikan
kredit penurunan emisi karbonnya kepada sesame negara anggota Annex I.
Adapun Joint Implementation merupakan salah satu mekanisme perdagangan
karbon dalam Protokol Kyoto yang bertujuan untuk membantu negara Annex |
dalam upaya penurunan emisi karbon melalui perdagangan karbon berbasis

proyek. 2

Negara anggota Non-Annex | juga dimungkinkan untuk melakukan
perdagangan karbon, yaitu menggunakan metode Clean Develoment Mechanism.
CDM adalah satu-satunya mekanisme dalam protokok kyoto yang memungkinkan
negaraNon-Annex | untuk ikut berpartisipasi dalam perdagngan karbon. Setiap
unit karbon yang dapat direduksi dalam proyek tersebut dimuat dalam sebuah
sertifikat yang di sebut Certified Emission Reductions atau CER. Satu unit CER

setara dengan nilai penurunan satu ton emisi karbon.

Bedasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam protokol kyoto, peluang
negara Non-Annex luntuk berkontribusi aktif dalam perdagangan karbon masih
sangat terbatas, dilain sisi pelaksanannya protokol kyoto juga dianggap tidak
mampu mencapai target pengurangan emisi akibat kurangnya komitmen negara-
negara Annex | dalam upaya pengurangan emisinya. Pada saat pelaksanaan COP
ke-12 di Paris, Prancis tanggal 30 November-12 Desember tahun 2015,

terbentuklah (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On

28 1bid.,hIm.161
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Climate Change), sebagai tonggak baru bagi UNFCCC dalam menangani isu
perubahan iklim global.?® Dengan demikian, Paris Agreement 2015 menjadi
pedoman yang baru bagi negara-negara untuk ikut berkomitmen dalam upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sesuai dengan target pencapaian

pengurangan emisi yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
b. Teori Perdagangan Nasional

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang perdagangan
pengertian perdagangan adalah sebuah proses kegitan jual beli barang dan jasa
dengan system perdagangan yang hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam perdagangan ini, produk dan layanan dipasarkan dan
diperdagangkan antara produsen dan konsumen yang berada di wilayah geografis
yang sama. Perdagangan nasional atau perdagangan dalam negri merupakan
sebuah komponen penting dalam perekonomian suatu negara karna memberikan
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan

pemenuhan kebutuhan konsumen dalam negri. °

Berbicara tentang Perdagangan, setelah negara Indonesia meratifikasi Protokol
Kyoto, Indonesia memiliki komitmen untuk ikutserta kedalam program penurunan
Emisi. Merujuk pada Pasal 1 Angka 17. Perdagangan Karbon dapat dilakukan
melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri (Pasal 48
ayat (1) Perpres NEK), baik melalui pasar karbon melalui Bursa Karbon dan/atau

perdagangan langsung (Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK). Pengaturan

29 Fadhlan Nur Hakiem, Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan
Iklim Pasca Paris Agriement, Dauliyah Journal, Volume 3 Nomor 2, 2018, him 48.
%0, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Tentang perdagangan
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serupa juga ada dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2008 tentang Dewan

Nasional Perubahan Iklim.3!

Perdagangan karbon tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya,
perbedaannya terletak pada komoditas yang diperdagangkan yaitu emisi karbon.
Pembeli emisi karbon biasanya adalah negara maju dan industri besar, sedangkan
penjual adalah penjual sertifikat di negara berkembang yang memiliki hutan besar
sebagai penyerap karbon dioksida. Hutan menjadi sasaran utama karena memiliki
fungsi menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan juga memiliki fungsi

hidrologis hutan dan pengatur iklim mikro.32

Melalui hutan lindungnya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke,
Indonesia menjadi salah satu negara yang menjual emisi karbon aktif. Emisi
karbon yang dapat diperdagangkan adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4),
oksida nitrat (N20), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC) dan sulfur
heksafluorida (SF6). Keenam jenis emisi ini adalah penyebab utama pemanasan

global di planet ini dan pada akhirnya menyebabkan krisis iklim.33

Sistem perdagangan karbon yang cocok digunakan di negara berkembang
seperti Indonesia adalah, menggunakan proyek Clean Development Mechanism
(CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih. Proyek CDM ini merupakan salah
satu dari mekanisme penurunan emisi GRK yang lahir dari Kyoto Protokol.

Proyek CDM dilakukan di negara berkembang yang bertujuan mendapatkan

31 Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2008 , Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

32 Fitri Nurfatriani, Dodik Ridho Nurrochmat, dan Mimi Salminah, 2019. Opsi Skema
Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan, 13 (1) Jurnal Ilmu Kehutanan .hIm98-
99.

3 H.Sidik, 2013, Politik Lingkungan Internasional Indonesia terkait REDD+,
(Universitas Gadjah Mada, him. 2
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sertifikasi penurunan emisi (certified emission reduction) atau CER. Dengan
membeli ini, maka negara-negara industri maju bisa mengklaim target penurunan

emisi mereka.3*

G. Kerangka Konseptual

1. Emisi Carbon

Emisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelepasan dari zat sisa
hasil pembakaran yang berupa gas. Sedangkan karbon adalah zat yang memiliki
unsur kKimia. Sehingga emisi karbon atau carbon emission dapat didefinisikan
sebagai hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti senyawa
yang memiliki kandungan kabon, CO?, solar, bensin dan bahan bakar fosil, yang
menghasilkan gas. Emisi karbon disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil
seperti batu bara dan minyak bumi yang digunakan secara berlebihan, kegiatan
tersebut meninggalkan jejak karbon yang memiliki dampak terhadap lingkungan,

kesehatan dan ekonomi.

Agar dapat mengelola perubahan lingkungan dan meng urangi jumblah emisi
karbon terdapat dua cara kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu
mitigasi dan adaptasi.®®* Untuk menerapkan upaya mitigasi dengan cara
memperlambat emisi secara global dan dapat menurunkan dampak pemanasan

global yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Upaya tersebutbagian dari

3 Wilda Prihatiningtyas dan Suparto Wijoyo. 2023, Perspektif Keadilan Dalam
Kebijakan Perdagangan Karbon di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim,
VVolume 7 Nomor 2,him. 34

%Mark Lazarowicz. 2009. Global Carbon Trading — A Framework for Reducing
Emission. Irlandia: The Stationery Office. him. 3.



22

instrumen pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan upaya pengentasan

perubahan iklim adalah melalui skema perdagangan karbon.
2. Sertifikat Pengurangan Emisi

Sertifikat pengurangan emisi GRK merupakan suatu bukti pengurangan emisi
pada kegiatan usaha dan atau kegiatan yang sudah melewati tahapan pengukuran,
pelaporan dan verfikasi, atau SRN PPl yang berwujud nomor dan atau kode
registrasi.® Sertifikat pengurangan emisiitulah yang dijadikan sebagai objek
perdagangan karbon, mengingat karbon belum diatur sebagai objek perdagangan.
Dalam hal ini diperlukan peran negara agar dapat mengatur dan melakukan
pengelolaan lebih baik lagi agar dapat memberikan kepastian hukum

terhadapkegiatan perdagangan karbon.
3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek jual beli adalah benda yang bisa dinilai dan memiliki harga. Pada
perikatan transaksi jual beli, benda sebagai objek tersebut dijual dan ditukar
dengan sejumlah uang yang diberikan oleh si pembeli pada sipenjual. Pada
hakikatnya ilmu hukum benda atau Zaak dapat diartikan sebagai objek hukum.
Objek hukum Rechtsobject merupkan segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi
subjek hukum yang bisa dikuasainya, dilakukan pemindah tanganan atau dikuasai

untuk sementara waktu dengan melakukan kegiatan hukum.*’

Pada pasal 1320 ayat 3 kitab Undang-Undang hukum perdata menetapkan

objek atau prestasi dalam kegiatan perikatan harus terpenuhi syarat-syarat dalam

%6pasal 1 ayat 18 Peraturan mentri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2022 Tentang tata laksana peneapan nilai ekonomi karbon.
37 Abdul Hakim Siagian, Hukum Perdata, Medan, USU Press. him 52
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perjanjian berhubungan dengan objek maka dalam perjanjian objek tersebut harus
tertentu atau objek tersebut memiliki jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam
Pasal 1333 KUH Perdata. Setiap perikatan harus memiliki pokok suatu barang
yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan dapat dihitung atau ditentukan oleh

subjek hukum yang mengadakan perjanjian.
4. Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon adalah sebuah kegiatan jual beli sertifikat atau pemegang
izin agar dapat memperoleh izin kegiatan emisi kabon dioksida atau CO? dalam
kuota yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang
Dewan Nasional Perubahan Iklim, perdagangan karbon dapat diartikan sebagai
mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di
atmosfer. Sertifikat atau izin untuk melepaskan karbon atau carbon credit. Satu
kredit karbon setara dengan penurunan emisi sebesar satu ton CO?2 emisi CO2
diperoleh karna adanya kegiatan pembakaran bahan fosil sepeti penambangan

batubara gas dan minyak bumi.

Pasar perdagangan karbon membuat pembeli dan penjual karbon sejajar
kedudukannya dalam peraturan perdagangan yang sudah distandarisasi.3 Pembeli
karbon adalah pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer yang
diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan
melalui mekanisme sekuestrasi karbon, sedangkan penjual karbon adalah pemilik
yang mengelola hutan atau lahan pertanian yang bisa menjual kredit karbon

berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan

%8Abdul Razak. Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan dalam Perdagangan Karbon.
Program Pasca Sarjana / S2 - Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Aalam dan
Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. him. 2.
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mereka atau bisa juga pengelola industri yang mengurangi emisi karbon mereka

dan menjual emisi yang telah dikurangi kepada emitor (industri) lain. %

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diterapkan dalam tesis ini merupakan
penelitian normatif yang mana jenis penelitian yang dilakukan dengan metode
penelitian bahan pustaka atau data sekunder oleh sebab itu jenis penelitian ini
dikenal juga dengan studi kepustakaan.’® Penelitian hukum normatif adalah
sebuah peroses yang digunakan agar dapat memilih aturan hukum, prinsip hukum
dan doktrin hukum dari beberapa masalah hukum yang sedang berkembang agar
mendapatkan sebuah jawabannya.*! Penelitian hukum normatif mempunyai
sebuah objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas-asas

hukum, serta doktrin hukum.
2. Metodelogi Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian ini akan disajikan dalam beberapa pendekatan

sebagai berikut :
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mengkaji

semua Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum

%9Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Carbon Trade: Siapkah Kita? Diakses dari
http://ksdasulsel.org/pjlwa-a-hl/177-carbon-trade-siapkah-kita, pada hari Selasa 15 Desember
2023, pukul 14.26 WIB

40Spejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakata, Universitas Indonesia Press
1986, him.52.

“lpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2007, him.35.
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yang akan dihadapi. Dalam pendekatan ini lebih mengutamakan peratuan
Perundang-Undangan yang menjadi sumber pada acuan mendasar untuk
melakukan kegiatan penelitian. Hasil dari penelaahan tersebut merupakan suatu
argumentasi untuk memecahkan isu yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian tesis ini.
b. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach)

Futuristik memiliki pengertian yang mengarah atau fokus dengan bagaimana
sebuah konsep kedepan atau selanjutnya. Pendekatan Futuristik ini telah
dipertimbangkan pada penulisan Penelitian Tesis ini agar dapat menakar dan
melihat bagaimana konsep hukum pengelolaan negara yang seharusnya dilakukan
kedepan.*?Dalam rangka mewujudkan pengurangan emisi bersertifikat sebagai

objek dalam transaksi perdagangan karbon kredit.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan
pilihan berupa bahan sekunder sebagai bahan pustaka yang memuat pedoman
hukum, bahan pustaka, hasil penelitian atau penilaian para ahli hukum serta
dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian, jenis dan sumber bahan

hukum sekunder adalah:
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang bersifat mengikat, yang

terdiri dari norma-norma atau aturan dan perundang-undangan, dan bahan hukum

42 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia, 2006. him.319
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yang tidak diundangkan atau dikodefikasikan serta dalam bentuk yuispudensi.

Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23;

2. Konvensi Perubahan lklim United Nations Framework Convention on

Climate Change;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United

Nations Framework Convention on Climate Change;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Ratifikasi
ProtokolKyoto/Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

72, Tambahan Lembar Negara Nomor 4403;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang

Nilai Ekonomi Karbon;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Demonstration Activitas Pengurangan Emisi Karbon
Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 98;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau
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Indonesia Cetified Emission Reduction. Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 14 Nomor 98;

10. Peraturan Menteri Kehutanan 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Karbon Hutan . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

458:

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.30/Menhut-11/2009 Tentang tata

cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degredasi Hutan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi

Karbon;

13. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memfokuskan
pemaparan yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum primer, seperti
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.*®
Yakni bahan hukum yang memiliki hubungan dengan pokok-pokok pembahasan
dalam penulisan penelitian tesis ini tentang Aspek Hukum Sertifikat Pengurangan

Emisi yang digunakan Sebagai Objek Transasksi Perdagangan Karbon.

43Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, him.12
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3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang dalam kajian ini adalah bahan-bahan yang
memberikan arahan untuk bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder berbentuk abstrak perundang-undangan, biografi hukum serta bahan
hukum primer, pilihan dan penunjang di luar bidang hukum, misalnya yang
berada di luar bidang hukum, sepeti regulasi, Ilmu sosial seta aspek keuangan, dan

filsafat.**

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitin ini dilakukan melalui
pengumpulan studi kepustakaan hukum. Bahan hukum yang telah ditentukan
melalui studi kepustakaan, pemahaman-pemahaman yang telah didapat akan
dilanjutkan dengan penelitian secara identifikasi, Klasifikasi, sistematis dan
analisis. Pengumpulan bahan hukum akan berpedoman dengan metode

pendekatan normatif yang lebih focus kepada data sekunder.

5. Teknik Pengelolaan Sumber Bahan Hukum

Dalam teknik pengelolaan sumber bahan hukum dalam penelitian dapat
menggunakan teknik iventarisasi dan sistematisasi pada Peratuan Perundang-
Undangan yang berhubungan dengan sertifikat pengurangan emisi yang
digunakan sebagai objek dalam transaksi jual beli karbon kredit. Setelah
memperoleh bahan hukum maka akan dilanjutkan dengan pengolahan bahan

hukum yang diolah dengan metode mensistemasikan bahan-bahan hukum yang

4 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, him. 13.
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tertulis dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut agar memudahkan

penulis melakukan sebuah analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Agar dapat menganalisis informasi yang telah diperoleh, kemudian dianalisis
berlandaskan dengan teori-teori yang berhubungan dengan asas dan konsep
hukum yang berlaku. Norma-norma yang sah yang menjadi bahan hukum yang
mendasarinya. Dari kegiatan analisis yang dilakukan maka akan diolah dalam
teknik analisis kualitatif yang bersumber pada bahan-bahan yang disusun dan
dirinci secara individual, kemudian disusun secara metode sistematis agar
mendapatkan sebuah jawaban atas persoalan-persoalan yang ada pada penelitian
tesis ini. yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan

pengambilan kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah inti sari dari fakta dan analisis yang sudah dilakukan
menggunakan cara kerangka pemikiran.**Penulisan kesimpulan pada penelitian
ini dilakukan secara deduktif, yang merupakan cara berpikir yang menarik
kesimpulan dari bahan hukum yang lebih khusus. Hasil penelitian ini adalah
proposisi umum yang kemudian berkaitan dengan permasalahan untuk
mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus agar dapat

menerangkan sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

45 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grfika, 2010, him, 47.
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I. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan yang disusun secara sistematik, penulis dalam
hal ini menyusun semua materi pembahasan pada 4 (empat) bab, dan didalam
setiap bab akan menguraikan pembahasan secara tersendiri. Berikut merupakam

pembagian 4 (empat) bab tersebut;

BAB | :PENDAHULUAN
Dalam bab I penulisan penelitian tesis terdiri dari Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan

Metodelogi Penelitian.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka terkait dengan
sertfikat pengurangan emisi, Tinjauan Pustaka objek transaksi perdagangan

karbon serta Tinjauan Pustaka tentang kabon kredit.

BAB |1l : PEMBAHASAN

Bab ini dikhususkan untuk membahas semua rumusan masalah yang
berhubungan dengan instrument hukum yang terkait dengan sertifikat
pengurangan emisi yang digunakan sebagai objek dalam transaksi
perdagangankarbon. Serta problematika hukum yang terdapat di dalamnya dan
bagaimakah pengaturan hukum yang seharusnya agar dapat mengatur dan
memberikan kepastian hukum dalam pengurangan emisi bersertifikat yang akan

digunakan sebagai objek dalam transaksi jual beliKarbon.
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BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini akan memberikan sebuah hasil kesimpulan serta saran terhadap
pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pembahasan

dalam tesis ini.
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